
•, 

BUPATIKETAPANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupat Nomor 69 Tahun 2020; 

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK/ .07 /2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan Dampaknya, terdapat penyesuaian terhadap transfer ke 

daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 yang meliputi 
perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri DaJam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedornan 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana 
transfer yang sudah jelas peruntukannya dapat dilaksanakan 

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap 

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 
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d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud 

dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nornor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pernbentukan Daerah Tingkat II di Kalirnantan 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nornor 72 Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 1820) sebagairnana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5673); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20120 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5673); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan 

Tahun 2005 Nomor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6325); 
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18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
1067); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17 /PMK/ .07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan Darnpaknya (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 169); 

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Nomor 12); 

Operasional 
2017 Nomor 
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MEMUTUSKAN 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 

69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2021 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan 

kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait 

Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan 

Pilihan. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah yang diakui sebagai 

penambah SJLPA/SAL yang merupakan hak daerah dalam I (satu) tahun 

anggaran. 
7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang diakui yang tidak akan diterima kembali, sebagai pengurang 

SILPA/SAL yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penenmaan 

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah 

sebagaimana rincian berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp 2,238,689,837,484.00 
b. Bertambah Rp 133,054,413,987.00 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2,371,744,251,471 .00 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp 2,253,689,837,484.00 
b. Bertambah Rp 190,953,656,700.00 
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp 2,444,643,494,184.00 
Total Surplus/Delisit setelah penyempurnaan Rp (72,899,242,713) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan 

I) Semula Rp 32,000,000,000.00 
2) Bertambah Rp 57,899,242,713.00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan Rp 89,899,242,713.00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
l)Semula Rp 17,000,000,000.00 
2) Berkurang Rp 
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 17,000,000,000.00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 72,899,242,713.00 
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 

Pasal 3 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1. Lampiran 

2. Lampiran 

: Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang 

diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 22 April 2021 

BUPATI KETAPANG, 

TTD 

MARTIN RANTAN 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 22 April 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

TTD 

SUHERMAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 16 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
6 Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah }] 
Kabupaten Ketapang ? 

t 

d z - 
MINT ARIA, SH., MH. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19700617 200003 1 001 


